BUPATI KARANGANYAR -

- Mengingat :

PERATU RAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR ?5 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL

}Menirrflbang ra.

—

PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR

'DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

bahwa dalam rangké pelaksanaan Peraturan Daerah KabUpaten
Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata-
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar agar lebih berdaya

- guna dan berhasil guna, perlu disusun Uraian Tugas dan Fungsi

Jabatan Struktural pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Karanganyar;

. .bahwa Dberdasarkan ’pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Karanganyar.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tehtang Pembentukan

- Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pr0p1n3| Jawa
‘Tengah;

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik =

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);. '

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tent

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan l.embaran Negara .

Republik Indonesia Nomor 4844),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Penmbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),



-

Peraturan Perriénntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman.

Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan |

Daerah (Lembaran Negara Republik - Indonesia Tahun 2005

-Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 4593); . :

Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan |
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

" Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran |

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,' Tambahan

. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10,

11.

.- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republlk
Indonesia Nomor 4741); :

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangan-
undangan; : ,

Peraturan Menterl Dalam Negen Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah

Kabupaten Karanganyar Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009»
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun

- 2008 Nomor 2)

| MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KARANGANYAR .

~ BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

'Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar. ‘ : , - :

Bupati adalah Bupati Karanganyar

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Karanganyar - , L



- 6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Panmsata dan Kebudayaan Kabupaten
' Karanganyar

~ BABIl
SUSUNAN ORGANISASI *

Pasal 2 .
(1) Susunan Orgamsasn Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. ":Sekretanat membawahkan
1. Sub Bagian Perencanaan;
} 2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Obyek dan Sarana Wisata, membawahkan :
1. Seksi Obyek Wisata dan Daya Tarik Wisata:
2. Seksi Atraksi, Rekreasi dan Hiburan Umum;
3. Seksi Sarana Wisata. | '
d. 'Bidang Pemasaran Wisata, membawahkan :
1. Seksi Promosi Wisata: ' "
2. Seksi Pelayanan dan lnformasiWisata
o 3. Seksi Peningkatan Peranserta Masyarakat dan Kemitraan.
'e.ﬁBldang Kebudayaan, membawahkan :
1 Seksi Kesenian, Bahasa dan Perfi Iman; .
':2 Seksi Museum Kepurbakalaan Sejarah dan Nlla: Trad:s:
f. ijt Pelaksana Teknis; ’
0. Kelompok Jabatan Fungswnal

(2) Sekretariat dlplmpln oleh seorang Sekretaris yang berada d: bawah dan ,
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Masmg~masmg Sub Baglan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Baglan yang.

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Masnng-masmg Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.



()

@

(3)

BAB Il |
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 3

Képala'Dinas mempunyai fugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan
~ pemerintahan daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan berdasarkan azas
. otonomi dan tugas pembantuan; .

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

“Kepala Dinas mempunyai fungsi :
a.

pefumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintah Daerah di.
bidang pariwisata dan kebudayaan yang meliputi obyek dan sarana wisata,
pemasaran wisata dan kebudayaan serta kesekretariatan;

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum
di bidang pariwisata, dan kebudayaan yang meliputi obyek dan sarana

+ wisata, pemasaran wisata dan kebudayaan serta kesekretariatan;

pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan kebudayaan

B . yang meliputi obyek dan sarana wisata, pemasaran wisata dan kebudayaan

serta kesekretariatan; ‘
pembinaan 'terhadap unit Pelaksana Teknis dalam Lingkup Dinas

- Pariwisata dan Kebudayaan;
e.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

- dan fungsinya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a.

T a

merumuskan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-

~undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai
- pedoman pelaksanaan kegiatan; ,

. mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya balk secara hsan
~ maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

| melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara langsung

maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta
untuk mengevaluasu permasalahan agar diperoleh hasﬂ kerja yang
optimal;

. . merumuskan kebuakan Bupati di bldang pariwisata dan kebudayaan

berdasarkan wewenang yang diberikan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

. mengkoordinasikan dan ‘memfasilitasi pelaksanaan kegtatan di btdang
- pariwisata dan kebudayaan sesuai peraturan perundang-undangan yang
fbeﬂaku

“mengembangkan potensi kepanwusataan di Kabupaten Karanganyar; -
. ‘melaksanakan pemasaran wisata dan kebudayaan;
‘mengembangkan dan melestarikan kebudayaan Kabupaten Karanganyar;

memberikan rekomendasi perijinan di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan,;



j- men]ahn kerjasama dengan plhak ketlga dalam rangka pengembangan -
o panwrsata dan kebudayaan;- : ,

k ‘Vmengendallkan pelaksanaan keglatan dl bidang pariwisatai dan |

- kebudayaan sesuai peraturan perundang -undangan yang berlaku;

~ membina pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan
- . kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku '
- dan kebijakan yang dltetapkan Bupati; L -

m;'mengevaluaSI pelaksanaan kegiatan di bldang ‘ panwnsata "dan“. oo

- kebudayaan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah
- disusun sebagai bahan penyusunan laporan; .

‘melaksanakan momtor:ng,  evaluasi - dan  menilai prestasz kerja :
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalu: sistem pemlalan yang ,
- tersedia sebagai cerminan penampllan kerja o

"of }Vmenyampalkan Iaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal dasar o o

. pengambilan kebuakan

p.j menyampa:kan saran dan pertlmbangan kepada atasan secara Ilsan o
- maupun tertulis sebagal bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan. -

- tugas; , . : _ , ,
melaksanakan tugas laln yang dlbenkan atasan sesuai dengan tugas dan -

' ' fungsmya

’Bagian Kedua
Sekretaris =~

 Pasal 4

(1) Sekretans mempunyan ’tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskanv
. kebijakan, mengkoordinasikan, membina - dan ‘mengendalikan keglatan
~perencanaan, keuangan umum, dan kepegawaran di Imgkungan Dmas o

(2) Uraian tugas sebagaimana damaksud pada ayat (1) sebagal berikut ;-

- a. merumuskan - program - keglatan ‘Sekretariat - berdasarkan’ peraturan . .
- perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai
~ pedoman pelaksanaan kegiatan; '

. menjabarkan perintah atasan- “melalui pengkajian permasalahan dan
- peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan

ketentuan yang berlakuy;

. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
- memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulls gunav‘
o memngkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; ' |

~d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang di llngkungan Dmas balk
secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan,
~ informasi serta untuk mengevalua3| permasalahan agar d:pero!eh hasnl kerja
'yang optlmal , . :

. merumuskan kdnsep kebuakan Kepala Dmas sesual bldang tugas dl ‘
' Sekretanat o . :

. merumuskan program kegtatan Dmas berdasarkan hasn rangkuman rencana

keglatan bldang-bldang, :



g. melaksanakan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum,

kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan, rumah
tangga sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;

. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)/

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku

mengkoordinasikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kmer]a Instansi
Pemerintah (LAKIP) Dmas, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati
(LKPJ) dan laporan sejenisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

melaksanakan bimbingan teknis fungsi-fungsi pelayanan administrasi
perkantoran sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar keglatan kesekretanatan dilaksanakan secara efektif dan
eﬁSIen

. melaksanakan monltorlng, evaluasi, dan menilai presta31 kerja pelaksanaan
‘tugas bawahan secara berkala melalm sistem  penilaian yang tersedia

sebagai cerminan penampilan kerja;

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebuakan

m.menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan

n.

“maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan

tugas;

melaksanakan tugas lain yang diber.ikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya. .

| Paragraf 1 |
Kepala Sub Bagian Perencanaan

Pasal 5

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris

a.

dalam menyusun program kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program kegiatan Dinas.

(2) Uralan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

menyusun program kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesual dengan
ketentuan yang berlaku;

. membagl tugas kepada bawahan sesuai dengan btdang tugasnya, memberi

petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertuhs guna meningkatkan
kelancaran pelaksanaan tugas;

. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di

lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasaiahan
agar diperoleh hasil kerja yang optimal,

. menyiapkan konsep naskah dinas perencanaan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;



)

. menyusun Rencana Keglatan dan Anggaran (RKA)/ Dokumen Pelaksanaan, '

“'Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)

- sesuai dengan ketentuan yang betlaku;
. mengh:mpun meneliti dan mengkoreksi bahan usulan program kegiatan dan- |

laporan keg:atan yang masuk dari masing-masing Bidang, Seksn dan Sub'
Bagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keglatan operasuonal Dinas -
‘agar diketahui tingkat realisasinya;

menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Klnerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Dinas, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) dan
Iaporan sejenisnya sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan:

melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem pemIalan yang tersedia

- sebagai cerminan penampilan kerja

. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal dasar

pengambllan kebijakan;
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan balk lisan maupun

‘,tettulls sebagai bahan masukan guna kelancaran pe!aksanaan tugas;
. melaksanakan tugas lain yang dlberlkan atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

. Paragraf2
Kepala Sub Bagian Keuangan = -

Pasél 6

(1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam -

melaksanakan urusan  administrasi  keuangan dan pelaporan
pertanggungjawaban keuangan Dinas. : ,

Uralan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebaga: berikut :

a.

menyusun program kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedla sebagal )
pedoman pelaksanaan kegiatan; , '

.menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku; :

. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi

petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertuhs guna meningkatkan
kelancaran pelaksanaan tugas; . _

. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksu di

lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan

agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

. menylapkan proses pencairan dana dan pengelolaan admmustrasu keuangan;
. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dengan cara

membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana
pembiayaan yang telah disusun untuk bahan laporan kepada atasan;



9

melaksanakan pengendallan dan vernfnkasn serta pelaporan keuangan dl o
.lllngkungan Dinas; : . , .

melaksanakan monltorlng, evaluas: dan menllat prestasa kerja pelaksanaan .
tugas bawahan secara berkala me!aluu s:stem penalalan yang tersedla:

- sebagal cerminan penampllan kerja; o
‘membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal dasar, -

pengambilan kebijakan;

.-.fmenyampalkan saran dan pertlmbangan kepada atasan baik llsan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

.’melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesual dengan tugas dan"

o fungsmya

Paragraf 3 -
. Kepala Sub Bag:an Umum dan kepegawalan

Pasa! 7

. (1) Kepala Sub Bagtan Umum dan Kepegawalan mempunyal tugas membantu -
S Sekretaris dalam - -melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, -

- rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan_

kearsnpan serta pengelo!aan admmlstra3| kepegawa:an Dlnas

(2) Uralan tugas sebagalmana dtmaksud pada ayat (1)sebaga| benkut

) ';, . a.

Vmenyusun program kegiatan Sub Baguan Umum  dan Kepegawalan:

berdasarkan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan
sumber data yang tersedla sebagax pedoman pelaksanaan kegiatan; - -

.menjabarkan perlntah atasan melalui pengkajlan permasalahan ‘dan
“peraturan perundang- undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan,.;-

ketentuan yang berlaku;

. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bldang tugasnya memben' '
“petunjuk dan arahan secara llsan maupun tertulls guna menmgkatkan

- kelancaran pelaksanaan tugas;

."melaksanakan koordinasi dengan Kepa!a Sub Baglan dan Kepala Sek5| di-
‘ Imgkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk

’"mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasu permasalahan
- agar diperoleh hasil kerja yang optimal; .

.menyuapkan konsep naskah dinas  bidang admnmstrasu umum. dan

kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku

’membenkan pelayanan urusan administrasi - umum, pengurusan rumah‘
tangga, perlengkapan/perbekalan,  dokumentasi, perpustakaan - danv-u '

kearsnpan serta penge!olaan administrasi kepegawa:an Dinas.

. merencanakan - dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluanf',

rumah tangga Dinas sesuai dengan kebutuhan anggaran dan peraturan
perundang undangan yang berlaku ' : _ '

. melaksanakan inventarisasi barang kekayaan Dtnas untuk tert|b adm:mstrasx v
serta’ melaksanakan pemellharaan barang mventans agar dapat dtgunakan .

dengan optimal;
membuat laporan rutln tentang peremajaan pegawa| Daftar Urutv

- Kepangkatan (DUK), nominatif pegawai, dan laporan kepegawalan lainnya
' '___dem; t‘3r‘3lptanya tertlb admtmstram kepegawalan RN | |



@

. memproses usulan kena:kan pangkat, mutasr gaji berkala dlklat pegawal
dan urusan kepegawaian lainnya;

. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan memla: prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem pemla:an yang tersedla
~sebagai cerminan penampilan kerja;

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambllan kebijakan;

. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesual dengan tugas dan
fungsmya

V‘ Bagian Ketnga
Kepala Bldang Obyek dan Sarana Wisata

Pasal 8

(1) Kepala Bidang Obyek dan Sarana Wisata mempunyal tugas membantu Kepala

Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordmas:kan membina dan
mengendalikan keglatan di Bidang Obyek dan sarana Wisata

Uralan Tugas sebagalmana dimaksud pada ayat (1) sebagai berlkut

a.

-merumuskan program kegiatan Bldang Obyek dan sarana Wisata

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber

- data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
.- menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas

- sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,
- memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna

meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

.. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di
~ lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk

mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan

* agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

merumuskan kebijakan di Bidang Obyek dan Sarana Wisata;
menganalisa potensi obyek dan Sarana Wisata;

. merumuskan bahan pengkajian terhadap pembangunan dan pengembangan
obyek dan sarana wisata; .

. melaksanakan pengembangan dan pembangunan obyek dan sarana Wisata

. 'f‘merumuskan bahan rekomendasi perijinan di Bidang Obyek dan Sarana
. Wisata;

merumuskan kerjasama dengan pihak ketlga dalam rangka pengembangan
- obyek dan sarana wisata;

. merumuskan bahan koordinasi pelaksanaan penertiban terhadap pengelola
. usaha atraksi, rekreasi dan hiburan umum;

. merumuskan bahan pembinaan yang berkaitan dengan pembangunan,
' pengembangan dan pengelolaan obyek dan Sarana w:sata



L fn.i »merumuskan standar pengetahuan kemampuan dan ketramp:!an yang harus

o1 dimiliki tenaga kerja sarana wisata;

“n. if'melaksanakan momtonng, .evaluasi dan pengendalian”"»'pelaksanaan -

o i pembangunan pengambangan dan pengelolaan obyek dan sarana'wisata; E

" o.' melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja

~ pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penllalan yang‘ S

tersedia sebagal cerminan penampilan kerja;

p. membuat - Iaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal dasar

pengambllan kebijakan; .

q menyampalkan saran dan pertlmbangan kepada atasan baik secara Ilsan‘. .

© maupun tertulis sebagal bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan .

| tugas;

- )

s r . melaksanakan tugas Ialn yang dlberlkan atasan sesua: dengan tugas dan ‘, 1‘; o

fungsmya ST

SR ‘ . Paragraf 1 , ”
Kepala Sek3| Obyek Wlsata dan Daya Tank Wisata

Pasal 9

Kepala Seksn Obyek Wlsata dan Daya Tarik: Wisata mempunyal tugas',

-~ membantu Kepala Bidang Obyek dan Sarana Wisata dalam melaksanakan
- penyiapan  bahan . perumusan - kebijakan, koordinasi, pembmaan ~dan

: pengendallan kegiatan Seksi Obyek Wisata dan Daya Tarik Wlsata :
[¢)

a. menyusun program kegratan Seksi Obyek Wisata dan Daya Tarlk Wlsata |

'Uralan tugas sebagalmana d:maksud pada ayat (1) sebagal benkut

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber

- data yang tersedia sebagau pedoman pelaksanaan kegiatan; -

b menjabarkan penntah atasan melalw pengkajian permasalahan. dan :

o peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas |

I . . sesuai dengan ketentuan yang berlaku

‘v»’vc;ivmembagl tugas kepada bawahan sesuai. dengan bldang tugasnya

- memberikan arahan dan petunjuk secara Ilsan maupun tertul:s guna
- meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas S

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub Baglan di
lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk

- mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluaS| permasalahan -

o agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

- e. menylapkan bahan kebuakan di bldang obyek w:sata dan daya tarik wusata . |

' f melaksanakan |nventansa5| ldentlftka3| dan kIasn"kasn obyek W|sata dan
§ ~j,’dayatar|kWIsata o : S , o

" ‘:-gﬁi;‘menylapkan bahan pembmaan yang berkaltan dengan pembangunan3

pengembangan dan pengelolaan Obyek Wisata dan Daya Tarik Wisata;

h. menylapkan bahan rekomenda3| perulnan d| Bldang Obyek Wtsata dan Daya' S

f' Tarik Wisata;

, i melaksanakan pembangunan dan pengembangan obyek w:sata dan dayav
L tank w:sata v , , v



j jmenylapkan bahan monltorlng, evaluasu dan pengendallan pelaksanaan_

(1)

‘pembangunan dan pengelolaan obyek wisata dan daya tarik wisata;

k. melaksanakan monitoring, evaluas: dan menilai prestasi kerja pelaksanaan

tugas bawahan secara berkala; melalui sistem penilaian yang tersedla_
sebagai cerminan penampilan kerja o

i. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
5 _pengambilan kebijakan; |

"m.‘j menyampaikan saran dan pertlmbangan kepada atasan ba:k secara lisan

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas; dan .

n. melaksanakan tugas Iam yang d:benkan atasan sesua: dengan tugas dan
fungsmya o 1 ,
Paragraf2
Kepala Seksn Atraksi, Rekreas: dan Hiburan umum
Pasal 10
Kepala Seksi Atraksi, Rekreasi dan ‘Hiburan. umum mempunyai tugas

- membantu Kepala Bidang Obyek dan Sarana Wisata dalam melaksanakan

@)

penyiapan bahan perumusan kebuakan koordinasi, pembinaan, dan
pengendalian kegiatan Seksi Atraksi, Rekreasi dan Hiburan Umum.

Uraian tugas sebagaimana dlmaksuq pada ayat (1) sebagai berikut :

a. menyusun program kegiatan Séksi Atraksi, Rekreasi dan Hiburan umum
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber .
data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. menjabarkan perintah atasan : melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas
sesuai dengan ketentuan yang berlaku

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,

. memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna -
- meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagtan di

- lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menyiapkan kebuakan di bidang Atraksi, Rekreasi dah Hibura}n' umum’

f. . melaksanakan mventansasn |dentaf kasi dan klasifikasi Atraksi, Rekrea3| dan

" Hiburan umum;

g.- menyiapkan bahan pembinaan yang berkaitan dengan pembangunan

- pengembangan dan pengelolaan Atraksi, Rekreasi dan Hiburan umum;

h. menylapkan bahan rekomendasi permnan Atraksi, Rekreasi dan H:buran»
;oumum,

l f melaksanakan pembangunan dan pengembangan Atraksi, Rekreasi dan

Hiburan umum;

j. V menylapkan bahan koordinasi pelaksanaan penertlban terhadap pengelola‘

usaha atraksi, rekreasi dan hiburan umum;



k. meﬁyiapkan bahan monitorihg, evalqasi dan pengenda[ian pelaksanaan
- kegiatan pengelolaan Atraksj, Rekreasi dan Hiburan umum; o |
I fnelaksahakan monitoring, evaluasi, dan mepilai prestqsi .kerja pelaksana;n

tugas bawahan secara berkala _melalui- sistem penilaian yang tersedia
sebagai cerminan penampilan kerja; | - _.
m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan; , o _ . -
- i ertimbangan kepada atasan baik secara lisan
" mgzgiwggﬁsl?sS:;ggg(;ainbpahan’ magukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas; dan
o. melaksanakan tugas lain yahg diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
- fungsinya. :

Paragraf 3
Kepala Seksi Sarana Wisata

 Pasal 11

(1) ’Kevpala Seksi Sarana Wisata mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Obyek
dan Sarana Wisata dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Sarana
Wisata. . . :

(2) Uraian Tugas pokok s‘ebag“aimana dimaksud pada ayat (f) sebagai berikut :

a. menyusun program kegiatan Seksi Sarana Wisata berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia
sebagai pedoman pe_laksanaan kegiatan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan

- peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas
. sesuai dengan ketentuan yang berlaku; :

c m’embag'i tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,
- memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di
lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan
agar diperoleh hasil kerja yang optimal; :

e. menyiapkan bahan kebijakan di bidang Sarana Wisata;
f. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan klasifikasi Sarana Wisata;

g. melaksanakan = pembinaan yang berkaitan dengan pembangunan,
~ pengembangan dan pengelolaan Sarana Wisata; : ,

h menyiapkan bahan rekomendasi perijinan Sarana Wisata;

| menyiapkan bahan pengkajian terhadap pembangunan dan pengembangan
 sarana wisata; 3 o

'j.- menyiapkan bahan pembinaan bagi pelaku usaha dan tenaga kerja sarana
wisata; ' :

k. menyusun standar pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan yang harus
dimiliki tenaga kerja sarana wisata, = :




(1

(2

_menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dehgan lembaga pendidikan,
.asosiasi pariwisata dan instansi terkait untuk pengembangan pengetahuan
;tenaga kerja sarana wisata.

.;menylapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan_»

pembangunan dan pengelolaan Sarana Wisata;
melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan

‘tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia
sebagai cerminan penampilan kerja; :

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal dasar
pengambilan kebijakan;

. imenyampalkan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan
.maupun tertulis sebagaa bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
.tugas; dan :

‘melaksanakan tugas lain yang dlberikan atasan sesuai dengan tugas dan
-fungsinya.

Bagian Keempat
Kepala Bidang Pemasaran Wisata

Pasal 12

Kepala Bidang Pemasaran Wisata mempunyai mempunyai tugas membantu
Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan
mengendalikan kegiatan di Bidang Pemasaran Wisata.

Uraian Tugas sebagaimana dtmaksud pada ayat (1) sebagal ber:kut

a.

merumuskan program kegiatan Bidang Pemasaran Wisata berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang
tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

‘menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
- .peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas

- -sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

émembagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,

memberikan arahan dan petunjuk secara - lisan maupun tertulis guna

- meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan Kkoordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di
lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan
agar diperoleh hasil kerja yang optimal,

- merumuskan kebijakan dan strategi di bidang pemasaran wisata;

;merumuskan bahan kerjasama dengan plhak ketiga dalam rangka usaha
' pemasaran wisata,;

. menganalisa data dan mformasu pemasaran wisata;
. menganalisis potensi pasar wisatawan, baik domestik dan manca Negara;

melaksanakan pemasaran wisata melalui berbagal macam media promosi di
dalam dan di luar negeri;

memberikan pelayanan informasi tentang produk wisata;



1

(@)

merumuskan bahan fasuhtasn dan keljasama di bidang investasi

‘kepariwisataan;

jmelaksanakan momtonng, evaluasi dan pengendaltan pelaksanaan keglatan
‘pemasaran wisata; 5

melaksanakan momtoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan

‘tugas bawahan secara| berkala melalui sistem penilaian yang tersedia
-sebagai cerminan penampllan kerja;

.fﬁmembuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
‘pengambilan kebijakan; |

menyampalkan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan

‘maupun tertulis sebagal bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas; dan , a

-melaksanakan tugas lam yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya. |

] ~ Paragraf 1
Kepala Seksi Promosi Wisata

Pasal 13

Kepala Seksi Promosi Wlsata mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
Pemasaran Wisata dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan
~ kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Promosi
Wisata. i

Uraian Tugas sebaga‘limana| dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a.

“menyusun program keg:atan Seksi Promosi Wisata berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

menjabarkan perintah | atasan melalui pengkajian permasalahan dan

- peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas
_sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,
‘memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna

meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di
lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan‘
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

. melaksanakan promosi wisata melalui berbagai macam media prom03| di
. dalam dan di luar negeri;

f. melaksanakan pengolahan data promosi Wlsata

. . melaksanakan penge!olaan penyebaran/pendistribusian bahan promosx
" wisata;

menylapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengendallan pelaksanaan

promosi wisata;

melaksanakan monitoring, eva!uasu dan menllal prestaSI kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia
sebagai cerminan penampilan kerja



membuat Iaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebaga: dasar
pengambllan kebijakan;.

menyampalkan saran dan pertlmbangan kepada atasan balk secara Itsan
maupun tertulis sebagaa bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan

tugas; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsmya ,

‘ Paragraf 2
Kepala Sek81 Pelayanan dan Informasi Wisata

~ Pasal 14

(10 Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi Wisata mempunyai tugas membantu
Kepala Bidang Pemasaran Wisata dalam melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi
Pelayanan dan Informasi Wisata.

(2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebaga1 berikut :

a'

fmenyusun program kegiatan Seksi Pelayanan dan lnforma3| Wisata
‘berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber
- data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

‘menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
,peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas
“ sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seks: dan Kepala Sub Bagian di
lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk

. mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasn permasalahan
- agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

.. memberikan pelayanan informasi kepariwisataan dan kebudayaan;
- melaksanakan pengelolaan data pelayanan Informa3| PanWIsata dan

kebudayaan;

menyiapkan tanggapan dan evaluasi terhadap keluhan wisatawan yang
berkunjung ke lokasi wisata;

. menyiapkan sistem pelayanan informasi wisata;

. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan informasi wisata melalui
~ pemanfaatan MICE (Meeting Incentive Convention Exhibition) dan bursa
- pariwisata di dalam negeri dan luar negeri, penyelenggaraan media wisata
* pengenal (Farm Tour); ,

.. menyiapkan bahan kerjasama informasi pariwisata dan kebudayaan dengan
. lembaga pariwisata nasional dan internasional;

menyiapkan bahan monitoring, eva!uasn dan pengendalian pelaksanaan
pelayanan dan informasi wisata;

melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan

. tugas bawahan secara berkala melalw sistem penilaian yang tersedia

sebagai cerminan penampilan kerja



m. membuat laporan pelaksanaan

tu
- } oo kebuakan gas kepada atasan sebagai dasar
n ‘
. maupun tertulis seba
- tugas; dan :

. melaksanakan tu
- fungsinya.

menyampaikan saran dan pertlmbangan kepada atasan bark secara lisan

gai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan

gas fain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan -

,_ Paragraf 3 .
Kepala Seksi Penmgkatan Peran Serta Masyarakat dan Kemltraan

Pasal 15

(1) Kepala Seksi Pemngkatan Peranserta Masyarakat dan Kemitraan mempunyal ‘4
tugas membantu Kepala Bidang Pemasaran Wisata dalam melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan

pengendalian kegiatan Seksi Peningkatan Peranserta, Masyarakat dan
Kemitraan.

Uralan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagal benkut

@

a.

menyusun program kegiatan Seksi Pemngkatan Peranserta Masyarakat
dan Kemitraan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
- peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas
- sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bldang tugasnya,
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; - .

melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di
lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluas: permasalahan
agar diperoleh hasil kerja yang optimal; » o

melaksanakan inventarisasi data kelompok masyarakat yang berpotensu
dalam bidang pemasaran wisata;

menumbuhkembangkan peransezta masyarakat dalam proses pemasaran
wisata; : ,

melaksanakan pembmaan dalam rangka penmgkatan peranserta masyarakat
dan menjahn kemitraan dengan pihak ketiga dalam pemasaran wisata,

menyiapkan - “bahan fasnhta5| dan kerjasama di bidang investasi
kepariwisataan;

menyiapkan bahan momtonng, evaluasi dan pengendahan pelaksanaan
kegiatan peningkatan peranserta masyarakat dan kemitraan;

melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia
sebagai cerminan penampilan kerja; .

“membuat laporan - pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
" pengambllan kebuakan.



/.‘

L : | menyampalkan saran dan pertlmbangan kepada atasan balk secara lisan

~ Mmaupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
- tugas; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Bagian Kelima .
Kepala Bidang Kebudayaan

Pasal 16

(1) Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai mempunyai tugas membantu Kepala
Dinas dalam merumuskan Kkebijakan, mengkoordlnasrkan membma dan
mengendahkan keglatan di Bidang Kebudayaan

(2) Uralan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. merumuskan program kegiatan Bidang Kebudayaan berdasarkan
. peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang
tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajlan permasalahan dan

. peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas
- sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

C. membagn tugas kepada bawahan sesual dengan bidang tugasnya,
- memberikan arahan dan petunjuk secara lisan ‘maupun tertulis guna
“meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan Kkoordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di
lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menganalisa data tenaga teknis dan sarana  prasarana di bidang
kebudayaan = yang meliputi kesenian, bahasa, perfilman, museum,
kepurbakalaan sejarah dan nilai tradisi; o ‘

f. menganallsa berbagai kegiatan kebudayaan yang dilaksanakan oleh
' masyarakat

g. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pelestarian
kebudayaan;

h. mendorong terselenggaranya keglatan kelompok minat kebudayaan;
i. mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya;

j. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan
sejarah purbakala, museum dan nilai tradisi;

k. menyelenggarakan festival budaya daerah;

. melaksanakan monitoring, evaluasx dan pengendallan kegiatan d| Bldang
- Kebudayaan;

m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai presta3| kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem pemlalan yang tersedia
sebagai cerminan penampilan kerja;

n. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambllan kebijakan; '



®

menyampalkan saran dan pemmbangan kepada atasan baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan

- tugas; dan
‘melaksanakan tugas Iam yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Paragraf1
Kepala Seksi Kesenian, Bahasa dan Perfilman

Pasal 17

(1) Kepala Seksi Kesenian, bahasa dan Perfilman mempunyal tugas membantu
Kepala bidang Kebudayaan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Kesenian,
Bahasa dan perfiiman

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

(2)

a.

~menyusun program kegiatan Seksi Kesenian, bahasa dan Perfilman
‘berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber
- data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

.ffmenjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
;peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas
~sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

gmembagl tugas kepada bawahan sesuai dengan bldang tugasnya
. memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna
’ menlngkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seks: dan Kepala Sub Bagian di
lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan

- agar diperoleh hasil kerja yang opt:mal }
. menyusun data tenaga teknis kesenian, bahasa dan perfilman;

menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan Kesenian, Bahasa dan
~ perfilman;

menyiapkan bahan kerjasama dengan badan/lembaga yang bergerak di
bidang kesenian, bahasa dan perfilman; :

melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data kesenian, bahasa dan
perfilman; »

melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana di
bidang kesenian, bahasa dan perfilman; ‘

menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengendallan pelaksanaan

- kegiatan kesenian, bahasa dan perfilman;

melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan

tugas bawahan secara berkala melalui sistem pemlalan yang tersedia
sebagai cerminan penampilan kerja;

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal dasar
pengambilan kebijakan;

. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas; dan
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‘ ~ Nn.. melaksanakan tu
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. Paragraf 2
Kepala Seksi Museum, Kepurbakalaan, sejarah dan Nilai Tradisi

Pasal 18

(1) Kepala Seksi Museum, Kepurbakalaan, Sejarah dan Nilai Tradisi mempunyai
tugas membantu Kepala Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan
Seksi Museum, Kepurbakalaan, Sejarah dan Nilai Tradisi. '

(2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. menyusun program kegiatan Seksi Museum, Kepurbakalaan, sejarah dan
Nilai Tradisi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pe"ngkajian permasalahan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; :

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di
lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menyusun data tenaga teknis museum, kepurbakalaan, sejarah dan nilai
tradisi; . ’

f. menyiapkan bahan 'bembinaan dan pengembangan  museum,
kepurbakalaan, sejarah dan nilai tradisi;

~g. menyiapkan bahan kerjasama dengan badan/lembegga vang bergerak di
bidang museum, kepurbakalaan, sejarah dan nilai tradisi; .

h. melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data museum, kepurbakalaan,
sejarah dan nilai tradisi; .

i. melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana di
bidang museum, kepurbakalaan, sejarah dan nilai tradisi;

j. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengendglign pglgksanaan
kegiatan di bidang museum, kepurbakalaan, sejarah dan nilai tradisi;

k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi _kerja pelaksanaan

. tugas bawahan secara berkala _melalui sistem penilaian yang tersedia
sebagai cerminan penampilan kerja; |

. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar -
pengambilan kebijakan; - ‘ § ;a -

3 i imbangan kepada atasan baik seca

m migﬁﬁptzlr!t(sllijsssa;iggdaainbpairgmt:agukan guna kelancaran_ pelaksanaan
tugas; dan i o | |

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal—hal»yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut oleh
Kepala :Dinas sepanjang mengenai pelaksanaannya. -

Pasal 20

Dengan berlakunya Peratijran Bljpati ini, maka Keputusan Bupati Karanganyar
Nomor 286 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan
Struktural pada Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar dicabut dan dinyatakan

" tidak berlaku.

~ Pasal21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Karanganyar. - .
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